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BAB

ADVOKASI HUKUM
TERHADAP TERORISME

A. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban dari
Tindak Pidana Terorisme
Memasuki abad ke dua puluh satu terorisme masih
menjadi salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap
perdamaian dan keamanan dunia dan dianggap sebagai
bagian dari kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang
menjadi musuh umat manusia (hostes humanis generis).
Terorisme sebagai kejahatan yang cukup tua dalam sejarah
selalu menjadi momok yang menakutkan, terlebih dampak
yang ditimbulkannya, bukan saja harta benda, nyawa,
fisik, psikologis, tapi juga menimbulkan suasana teror
yang mencekam seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya
menjadi kejahatan yang mengancam dan merusak
keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi
juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat
internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena
bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan
mengecam negara yang lain. Hal ini disebabkan ada di
antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara
tersebut.!

1 Iswanto, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban
Terorisme. Lex Crimen, 4(1), 235.



BAB

ADVOKASI HUKUM
PEMUDA DARI
KEJAHATAN TERORISME

A. Genealogi Radikal Islam di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR
RI) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang
Terorisme untuk menjawab tantangan dan aksi teroris
yang semakin masif selama ini. Dengan hadirnya revisi ini
maka tidak lagi diperlukan Perppu yang diwacanakan
Presiden Joko Widodo. Revisi ini dianggap sebagai
jawaban kelemahan hukum formil dalam penanganan
kasus terorisme di Indonesia. Salah satu upaya yang
menjadi fokus adalah mengenai adanya upaya untuk
mencegah tindakan teror yang terjadi dengan terlebih
dahulu mengutamakan apek preemtif.13

Selain itu ada pula yang muncul dipermukaan
sebagai bagian dari aksi teror termasuk didalamnya
mengenai  perlindungan  keluarga teroris yang
disalahgunakan (dimanfaatkan) seperti yang terjadi di
Surabaya (melibatkan istri dan anak-anak). Beberapa
klausul inilah yang kemudian mengemuka pada
perdebatan panjang bagaimana suatu kejadian atau
peristiwa dianggap sebagai kejadian teror.

13

Indonesia, B. B. C. (2018). DPR Sahkan Revisi UU Terrorisme, Perppu
Tak Lagi Diperlukan. BBC News Indonesia, 25.
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BAB

ADVOKASI KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK

A. Advokasi Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan

Korban Kekerasan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak
akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam
pemberitaan media massa, bukan saja hal itu disebabkan
makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan,
namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan
mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan
fisik, seksual, maupun emosional yang membuat
perempuan dan anak menderita termasuk didalamnya
segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak
atau kemerdekaan.?”

Selain jumlah yang tinggi, hal yang paling
menyedihkan dari tindak kekerasan terhadap perempuan
menunjukkan pelaku tindakan kekerasan terbanyak
adalah orang-orang terdekat korban seperti ayah, suami,
paman atau pacar korban, artinya kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang paling
banyak dilaporkan.

37

Perempuan, K. T. (2010). Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan
Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan.
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BAB
ADVOKASI KEKERASAN

SEKSUAL PADA
PEREMPUAN

A. Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Tak dapat dipungkiri, sejak lama kekerasan seksual
terhadap anak dalam berbagai bentuk dan kualitas telah
subur dimasyarakat Indonesia. Setiap hari sejumlah kasus
kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat
kesadisan silih berganti tersaji didepan mata, baik melalui
media cetak maupun media elektonik.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus
memperihatinkan, setelah terungkapnya sejumlah kasus
di berbagai tempat, termasuk terakhir kasus pedofilia
dengan jumlah korban mencapai ratusan anak. Kasus
terakhir mencuat di Sukabumi, Jawa Barat dimana hingga
pada saat ini, terdapat 110 anak yang melapor sebagai
korban pelecehan seksual oleh Adri Sobari alis Emon,
pemuda 24 tahun, demikian keterangan polisi. Dalam
wawancara di stasiun TV One, Emon mengaku membujuk
korban dengan tawaran sejumlah uang, antara Rp.25.000 -
Rp.50.000. Ia mengaku melakukan aksinya karena pernah
menjadi korban saat ia kecil.

Sebelumnya, kasus lain yang Menarik perhatian
publik terjadi di Jakarta International School (JIS), dimana
pelakunya adalah petugas kebersihan di lingkungan
sekolah. Menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi
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BAB
PELECEHAN SEKSUAL

DAN LEMAHNYA
PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum Secara Abstrak Bagi Korban
Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual masih menjadi salah satu
kasus yang sering terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual
seringnya dialami oleh perempuan walaupun tidak
menutup kemungkinan laki-laki pun dapat mengalami
pelecehan seksual. Menurut Catatan Tahunan Komnas
Perempuan Tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan
di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan
sebesar 21% (1.731 kasus), kasus yang paling menonjol
adalah kasus pelecehan yang mana terdiri dari kasus
pemerkosaan sebesar 229 kasus, kasus pencabulan 166
kasus, kasus pelecehan seksual sebanyak 181 kasus dan
juga kekerasan seksual sebanyak 962 kasus.

Sedangkan, menurut data dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA), terdapat 13.615 jumlah kasus kekerasan dimana
kekerasan seksual salah satunya berjumlah 5.488 kasus
yang ada di Indonesia Penanganan kasus pelecehan
seksual di Indonesia masih belum ada penyelesaian
menurut IJRS (Indonesia Judicial Review Society), sebanyak
57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa
adanya penyelesaian kasus, opsi lain untuk
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BAB
ADVOKASI HUKUM

PERDAGANGAN

A. Memahami Sejarah Perdagangan Manusia

Praktek perdagangan manusia sudah ada sejak awal
peradaban manusia. Perbudakan dapat dilihat sebagai
akar sejarah perdagangan manusia. Ketika itu,
perbudakan diterima sebagai bagian dari kelaziman yang
berlaku di masyarakat. Perbudakan hadir dalam hampir
seluruh peradaban kuno di dunia, baik Asia, Afrika, Eropa,
Amerika, Timur Tengah dan di Mediterania.”

Namun saat ini dipandang sebagai bentuk
pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada alasan
moral untuk membenarkan berlakunya perbudakan.
Perbudakan telah dilarang di seluruh dunia menjelang
tahun 1880-an, akan tetapi lebih dari tiga dekade yang lalu
muncul bentuk perbudakan moderen yang disebabkan
oleh globalisasi industri dan pembangunan wisata seks.

Perbudakan moderen menjerat korbannya melalui
empat cara yakni, melalui ikatan hutang, melalui kontrak
kerja palsu, melalui barang (chattel slavery), dan melalui
perang (war slavery).’8 (Selain itu, Androff, menambahkan

77 Kathryn, C. D. (2009). Global issues: Human trafficking. New York: Facts
On File.

78 Lusk, M., & Lucas, F. (2009). The challenge of human trafficking and
contemporary slavery. Journal of comparative social welfare, 25(1), 49-57.
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BAB

PERLINDUNGAN HUKUM
PERDANGANGAN MANUSIA
DI INDONESIA

A. Kejahatan Perdagangan Manusia Terhadap Perempuan
dan Anak Korban

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang yang ditandatangani pada bulan
April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang
tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang
belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang
tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah.
Petugas Pemerintahan pun masih belum menggunakan
Undang-Undang ini dalam menghadapi kasus-kasus
Perdagangan manusia.

Dalam konteks hukum nasional, terdapat Undang-
undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 angka 1
memberikan pengertian dari Trafiking tersebut yaitu:
Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan
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